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ABSTRAK 

 
Perkembangan paradigma pembangunan saat ini menempatkan pemerintah bukan hanya menjadi aktor tunggal, 

melainkan harus mampu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tata pamong kolaboratif 
(collaborative governance) dapat dijadikan salah satu opsi pemerintah dalam mengembangkan model kolaborasi 
pemerintah dengan para pemangku kepentingan. Namun, praktiknya tidak mudah menerapkannya, salah satunya 
ialah pada pengembangan agrowisata kebun desa di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Penelitian ini 
bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi model tata pamomg kolaboratif serta untuk mengukur 
kelayakan model tersebut dalam pengembangan agrowisata Kebun Desa. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dianalisis menggunakan structural equation model (SEM) dengan 
alat bantu peranti lunak smart partial least square-structural equation model (Smart PLS-SEM). Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat 5 faktor yang memengaruhi tata pamomg kolaboratif dan diketahui bahwa commitment to 
process berpengaruh nyata terbesar yang terwujud pada ketergantungan antaraktor yang terlibat dan saling bekerja 
sama untuk mencapai tujuan. Kelayakan model ditunjukkan oleh hasil normed fit index sebesar 48% yang berada 
pada kategori medium. Sewaktu proses penelitian, agrowisata Kebun Desa masih dalam tahap pembangunan dan 
masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. 
 
Kata kunci: agrowisata, tata pamong kolaboratif, kebun desa 

 

ABSTRACT 

 
The development of the current development paradigm puts the government not only as a single actor but must 

be able to involve the community and other stakeholders. Collaborative governance can be used as one of the 
government's options in developing a model of government collaboration with stakeholders. However, the practice 
is not easy to apply, one of which is developing village garden agrotourism in Tulungrejo Village, Bumiaji District, 
Batu City. This study aims to identify factors that influence the collaborative governance model and measure the 
feasibility of the model in the development of Village Garden agrotourism. This research uses quantitative methods 
with a case study approach. The data were analyzed using a structural equation model (SEM) with the smart partial 
software tool least square-structural equation model (Smart PLS-SEM). The results showed that five factors affect 
collaborative governance, and it is known that commitment to process has the most significant real effect that is 
realized on the dependence between the factors involved and working together to achieve goals. As indicated by the 
normed fit index, the feasibility of the model is 48%, which is in the medium category. During the agrotourism 
research process, the Village Garden is still in the development stage and still requires further development. 
 
Keywords: Agrotourism, Collaborative governance, Kebun desa 

 

PENDAHULUAN 

 
Perkembangan paradigma pembangunan dari yang 

bersifat sentralistik menjadi desentralistik membawa 
konsekuensi bahwa Pemerintah harus mampu 
berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tata pamong 
kolaboratif (collaborative governance) merupakan 
sebuah proses yang melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan untuk mengusung kepentingan lembaga 
masing-masing dalam mencapai tujuan bersama 

(Hartman et al. 2002). Implementasi tata pamong 
kolaboratif masih menyisakan berbagai kendala yang 
perlu diteliti untuk mencari solusinya. Salah satu fokus 
kajian yang menjadi subjek sentral dari pembahasan 
tentang tata pamong kolaboratif adalah pengem-
bangan agrowisata. Agrowisata melibatkan berbagai 
pihak, baik swasta, pemerintah, maupun masyarakat, 
oleh karenanya model tata pamong kolaboratif sangat 
menarik untuk diteliti khususnya peran setiap pihak 
dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. 
Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan diskusi 
praktis khususnya terkait pengembangan agrowisata. 
Beberapa konsep penting dalam penelitian ini adalah 
tata pamong kolaboratif, agrowisata, dan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMdes) yang akan diuraikan berikut ini.  
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Istilah tata pamong kolaboratif dalam penelitian ini 
mengacu pada konsep Davies & White (2012) dan 
Ansell & Gash (2007). Menurut Davies & White (2012), 
tata pamong kolaboratif adalah pendekatan pengam-
bilan putusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian 
aktivitas bersama mitra yang saling menghasilkan dan 
berbagi tujuan, strategi, tanggung jawab, dan sumber 
daya. Ditambahkan oleh  Ansell & Gash (2007) bahwa 
tata pamong kolaboratif merupakan bentuk susunan 
kepemerintahan, dengan satu atau lebih lembaga 
publik secara langsung berhubungan dengan 
pemangku kepentingan non-pemerintah dalam sebuah 
proses pengambilan keputusan yang formal, 
berorintasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju 
pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, 
atau dapat pula dalam manajemen program atau aset 
publik. 

Istilah agrowisata didefinisikan sebagai bentuk 
kegiatan wisata di dalam kawasan pertanian dengan 
menyajikan pemandangan alam kawasan pertanian, 
dan aktivitas yang terlibat di dalamnya (on-farm dan 
off-farm), bahkan wisatawan dapat membeli langsung 
produk pertanian tersebut sebagai oleh-oleh (Rusyan 
et al. 1992). Dewasa ini perpaduan antara sektor 
pertanian dan sektor pariwisata menjadi sebuah 
terobosan yang mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Agrowisata merupakan bentuk dari salah 
satu alternatif wisata yang memanfaatkan potensi 
pertanian untuk dijadikan objek wisata, baik potensi 
yang berupa pemandangan alam ataupun kekhasan 
keanekaragaman dalam suatu kawasan.  

Istilah badan usaha milik desa (BUMdes) adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 
dipisahkan untuk mengelola sebuah aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya yang tujuan akhirnya 
atau keuntungan sebesar-besarnya adalah untuk 
kesejahteraan masyarakat. Beberapa fungsi BUMDes 
adalah menjadi sebuah lembaga sosial dalam 
penyediaan layanan sosial serta sebagai lembaga 
komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan 
melalui mekanisme penawaran sumber daya lokal baik 
secara barang maupun jasa kepada pangsa pasar. 

Berdasarkan ketiga istilah tersebut, penelitian ini 
berupaya mengintegrasikan konsep tata pamong 
kolaboratif untuk mengembangkan agrowisata di 
Kebun Desa Kota Batu. Pengembangan agrowisata di 
Kota Batu mengalami dinamika yang sangat pesat 
dalam 10 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari 
dukungan pemerintah setempat yang konsisten 
mendukung kebijakan Kota Batu sebagai kota wisata. 
Konsistensi pemerintah bisa dilihat dari instrumen 
kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan 
daerah seperti perencanaan daerah dan tata ruang 
daerah. Secara berurutan kebijakan tersebut tertuang 
dalam Perda RPJMD 3/2018; Perda RPJPD 4/2013; 
Perda RPJMD 7/2012; Perda RTRW 7/2011; dan 
Perda RPJMD 2/2008, yang konsisten memposisikan 
Kota Batu sebagai kota agrowisata. Desa Tulungrejo 

menjadi salah satu desa percontohan di sini dalam 
rangka pengembangan kepariwisataan terutama 
dalam konteks wisata pertanian. 

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam 
pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah tata 
kelola organisasi. Singgih & Nirwana (2016) 
menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan belum 
optimum sebagai katalis keberdayaan dan 
pengembangan potensi wisata desa. Penelitian lainnya 
yang mendasari kajian ini ialah kesimpulan Kirana et 
al. (2017), bahwa kebijakan pemerintah setempat 
melalui program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
belum optimum. Penyebabnya ialah lemahnya 
kapasitas yang mendukung kerja sama regional dan 
lingkungan infrastruktur pariwisata di Kota Batu. 
Berdasarkan dua temuan tersebut, penelitian ini 
menganalisis formulasi/instrumen kebijakan yang 
mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan 
agrowisata melalui tata pamong kolaboratif. Secara 
spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-
faktor yang memengaruhi pengembangan agrowisata 
dan kelayakan model penerapan tata pamong 
kolaboratif dalam pengembangan Kebun Desa di Desa 
Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.  
 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi 
kasus. Studi kasus merupakan sebuah penyelidikan 
secara empiris yang menginvestigasi fenomena 
kontemporer dalam kehidupan nyata,secara khusus 
ketika batas antara fenomena dan konteks tidak begitu 
jelas (Yin 2011). Creswell (2010) menjelaskan bahwa 
studi kasus merupakan sebuah strategi penelitian yang 
penelitinya menyelidiki secara cermat suatu aktivitas, 
peristiwa, proses sekelompok individu. Tujuan 
penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan 
bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut 
terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
kuantitatif.  

Penelitian dilakukan di Agrowisata Kebun Desa, di 
Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pada 
bulan Februari 2021 s.d. April 2021. Populasi penelitian 
meliputi semua komponen yang terlibat dalam 
pengembangan kegiatan tersebut, yaitu 46 orang. 
Responden ditetapkan melalui teknik sampling jenuh 
(semua anggota populasi dijadikan responden 
penelitian). Responden mencakup unsur pengelola 
agrowisata (kepala desa, sekretaris desa, kepala 
urusan/kaur keuangan, kaur pembangunan, ketua 
BPD, pengurus BUMDes, dan pengurus PKK) 
sebanyak 20 orang; masyarakat (pengurus dan 
anggota kelompok tani, pengurus dan anggota karang 
taruna, pengurus dan anggota Pokdarwis, pengurus 
dan anggota kelompok wanita tani) berjumlah 18 
orang; dan pemangku kepentingan 8 orang.  

Variabel penelitian yang digunakan terdiri atas 5 
variabel bebas (X) yang meliputi dialog tatap 
muka/face to face dialogue (X1), membangun 
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kepercayaan/trust building (X2), komitmen pada 
proses/ commitment to process (X3), pemahaman 
bersama/shared understanding (X4), dan hasil 
antara/intermediete outcomes (X5). Adapun variabel 
terikat ialah tata pamong kolaboratif//collaborative 
governance (Y). Indikator variabel dialog tatap muka 
terdiri atas komunikasi, musyawarah, dan 
keterbukaan. Indikator membangun kepercayaan 
meliputi empati, kredibilitas, dan kedekatan sosial. 
Indikator variabel komitmen pada proses terdiri atas 
pengakuan bersama, apresiasi, dan monitoring. 
Indikator variabel pemahaman bersama mencakup 
kesamaan visi dan misi, serta kesamaan tujuan. 
Indikator variabel hasil antara terdiri atas perencanaan 
strategis dan temuan fakta bersama. Indikator variabel 
keberhasilan tata pamong kolaboratif meliputi struktur 
jaringan, komitmen pada tujuan bersama, kepercayaan 
sesama peserta, tata kelola, akses ke otoritas, 
akuntabilitas distributif, berbagi informasi, dan akses 
ke sumber daya. 

Data dianalisis menggunakan structural equation 
model (SEM) berbasis partial least square (PLS). PLS 
merupakan model persamaan struktural yang berbasis 
pada sebuah varian. SEM merupakan salah satu 
bidang statistik yang dapat menguji rangkaian 
hubungan yang relatif sulit terukur secara bersamaan 
yang bertujuan menguji hubungan antarvariabel dalam 
sebuah model, baik indikator dengan konstruk maupun 
hubungan antarkonstruk. Alat bantu analisis 
menggunakan peranti lunak Smart Partial Least 
Square versi 3 (Smart PLS 3). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Skema Model Luar (Outer Model) 
Validitas 

Uji validitas ini digunakan sebagai alat ukur apakah 
setiap item pertanyaan yang disajikan dalam bentuk 
kuesioner mampu mewakili variabel yang diteliti. Data 
dianalisis dengan Smart PLS; validitas diukur melalui 2 
cara, yaitu dengan menguji validitas konvergen dan 
validitas diskriminan. Hasil analisis skema model luar 
disajikan pada Gambar 1.  

 
Validitas Konvergen 

Hasil analisis statistik sebagaimana disajikan pada 
Tabel 1 menunjukkan bahwa 6 variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas 5 
variabel eksogen (dialog tatap muka, membangun 
kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman 
bersama, hasil antara) dan 1 variabel endogen (tata 
pamong kolaboratif) dalam setiap item pertanyaan 
yang mewakili setiap variabel memiliki nilai faktor 
muatan (loading factor) > 0,7. Ini berarti  pertanyaan 
yang mewakili setiap variabel memenuhi syarat untuk 
diteliti. 
 
Validitas Diskriminan 

Dari analisis statistik (Tabel 2) diketahui bahwa 
semua variabel memiliki nilai AVE > 0,5. Hasil nilai AVE 
tertinggi ialah pada luaran antara, >0,5, yakni 0,806. 
Diikuti variabel komitmen pada proses, 0,805, dan nilai 
AVE terendah pada variabel tata pamong, 0,632. Hal 

 

Gambar 1 Hasil skema model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. (Outer model). 
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ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai 
validitas diskriminan yang baik. Berdasarkan hasil 
cross loading (Tabel 3), nilai setiap item pertanyaan 
pada setiap variabel > dengan variabel lainnya ditandai 
dengan perbandingan antara satu variabel dengan 
variabel lainnya. 
 
Keterandalan 
Alfa Cronbach 

Semua variabel memiliki nilai alfa Cronbach > 0,7 
(Tabel 4) dengan nilai tertinggi untuk variabel tata 
pamong, yakni 0,903. Nilai tertinggi berikutnya ialah 
komitmen pada proses, > 0,7 sebesar 0,878; 
membangun kepercayaan > 0,7 sebesar 0,792; hasil 

antara > 0,7 sebesar 0,779; X4 pemahaman bersama 
> 0,7 sebesar 0,707; dan terakhir, dialog tatap muka, 
0,705. 
 
Keterandalan Komposit 

Berdasarkan hasil nilai keterandalam komposit 
(Tabel 5) dapat diketahui bahwa semua variabel 
memiliki nilai > 0,7. Nilai tertinggi berada pada pada 
variabel komitmen pada proses, 0,925. Berikutnya 
ialah tata pamong kolaboratif >0,7 sebesar 0,922; 
diikuti oleh hasil antara 0,892; membangun 
kepercayaan >0,7 sebesar 0,877; dan dialog tatap 
muka serta pemahaman bersama dengan nilai masing-
masing 0,837. 

Tabel 1 Hasil analisis validitas konvergen 

 X1  X2   X3   X4  X5   Y 

CG1      0,800 
CG2      0,704 
CG3      0,706 
CG4      0,723 
CG5      0,824 
CG6      0,783 
CG7      0,713 
CG8      0,916 
CP1   0,941    
CP2   0,866    
CP3   0,884    
FFD1 0,709      
FFD2 0,902      
FFD3 0,763      
IO1     0,956  
IO2     0,835  
SU1    0,792   
SU2    0,724   
SU3    0,863   
TB1  0,810     
TB2  0,831     
TB3  0,875     

Keterangan: X1 = Dialog tatap muka (Face to face dialog); X2 = Membangun kepercayaan (Trust building); X3 = Komitmen 
pada proses (Commitment to process); X4 = Pemahaman bersama (Share understanding); X5 = Hasil antara 
(Intermediete outcome); Y = Tata pamong kolaboratif (Collaborative governance); CG1 = Collaborative 
Governence 1; CG2 = Collaborative Governence 2; CG3 = Collaborative Governence 3; CG4 = Collaborative 
Governence 4; CG5 = Collaborative Governence 5; CG6 = Collaborative Governence 6; CG7 = Collaborative 
Governence 7; CG8 = Collaborative Governence 8; CP1 = Commitment to process 1; CP2 = Commitment to 
process 2; CP3 = Commitment to process 3; FFD1 = Face to face dialog 1; FFD2 = Face to face dialog 2; FFD3 
= Face to face dialog 3; IO1 = Intermediete outcome 1; IO2 = Intermediete outcome 2; SU1 = Share 
understanding; SU2 = Share understanding 2; SU3 = Share understanding 3; TB1 = Trust building 1; TB2 = 
Trust building 2; dan TB 3 = Trust building 3. 

 
Tabel 2 Hasil nilai analisis Average Variance Extracted (AVE) 

Peubah Average Variance Extracted (AVE) 

X1  0,633 
X2  0,704 
X3  0,805 
X4 0,632 
X5 0,806 
Y  0,600 

Keterangan: X1 = Dialog tatap muka (Face to face dialog); X2 = Membangun kepercayaan (Trust building); X3 = Komitmen 

pada proses (Commitment to process); X4 = Pemahaman bersama (Share understanding); X5 = Hasil antara 

(Intermediete outcome); dan Y = Tata pamong kolaboratif (Collaborative governance). 
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Multikolinearitas 

Hasil kolinearitas statistik (VIF) dilihat dari hasil 
inner setiap variabel memperlihatkan bahwa semua 
nilai < 5 (Tabel 6), sehingga dapat dikatakan semua 
variabel tidak melanggar uji asumsi multikolinieritas. 

Nilai VIF dikatakan sangat baik jika < 3, yang 
digambarkan dengan warna hijau. Variabel dengan 
nilai VIF sangat baik ialah membangun kepercayaan 
(1,813) dan pemahaman bersama (1,353), dilanjutkan 
hasil antara (1,139). Data dikatakan baik jika < 5, yang 

Tabel 3 Nilai crossloading 

 X1 X2  X3 X4 X5  Y 

CG1 0,617 0,517 0,707 0,543 0,511 0,800 
CG2 0,595 0,374 0,526 0,350 0,414 0,704 
CG3 0,642 0,356 0,544 0,291 0,218 0,706 
CG4 0,606 0,856 0,569 0,513 0,240 0,723 
CG5 0,747 0,598 0,830 0,361 0,417 0,824 
CG6 0,760 0,464 0,802 0,296 0,180 0,783 
CG7 0,567 0,413 0,612 0,327 0,159 0,713 
CG8 0,835 0,626 0,887 0,418 0,319 0,916 
CP1 0,819 0,557 0,941 0,331 0,105 0,816 
CP2 0,741 0,512 0,866 0,347 0,372 0,777 
CP3 0,774 0,501 0,884 0,429 0,327 0,829 
FFD1 0,709 0,306 0,569 0,322 0,370 0,713 
FFD2 0,902 0,601 0,862 0,271 0,180 0,787 
FFD3 0,763 0,617 0,607 0,224 0,015 0,545 
IO1 0,296 0,269 0,314 0,300 0,956 0,437 
IO2 0,113 0,027 0,193 0,198 0,835 0,233 
SU1 0,256 0,378 0,352 0,792 0,269 0,390 
SU2 0,222 0,242 0,327 0,724 0,139 0,350 
SU3 0,337 0,393 0,310 0,863 0,270 0,449 
TB1 0,559 0,810 0,510 0,062 0,107 0,527 
TB2 0,399 0,831 0,418 0,504 0,184 0,489 
TB3 0,603 0,875 0,529 0,492 0,209 0,684 

Keterangan: X1 = Dialog tatap muka (Face to face dialog); X2 = Membangun kepercayaan (Trust building); X3 = Komitmen 
pada proses (Commitment to process); X4 = Pemahaman bersama (Share understanding); X5 = Hasil antara 
(Intermediete outcome); Y = Tata pamong kolaboratif (Collaborative governance); CG1 = Collaborative 
Governence 1; CG2 = Collaborative Governence 2; CG3 = Collaborative Governence 3; CG4 = Collaborative 
Governence 4; CG5 = Collaborative Governence 5; CG6 = Collaborative Governence 6; CG7 = Collaborative 
Governence 7; CG8 = Collaborative Governence 8; CP1 = Commitment to process 1; CP2 = Commitment to 
process 2; CP3 = Commitment to process 3; FFD1 = Face to face dialog 1; FFD2 = Face to face dialog 2; FFD3 
= Face to face dialog 3; IO1 = Intermediete outcome 1; IO2 = Intermediete outcome 2; SU1 = Share 
understanding; SU2 = Share understanding 2; SU3 = Share understanding 3; TB1 = Trust building 1; TB2 = 
Trust building 2; dan TB 3 = Trust building 3. 

 
Tabel 4 Nilai alfa cronbach 

Peubah Alfa Cronbach 

X1 0,705 
X2  0,792 
X3  0,878 
X4  0,707 
X5 0,779 
Y  0,903 

Keterangan: X1 = Dialog tatap muka (Face to face dialog); X2 = Membangun kepercayaan (Trust building); X3 = Komitmen 
pada proses (Commitment to process); X4 = Pemahaman bersama (Share understanding); X5 = Hasil antara 
(Intermediete outcome); dan Y = Tata pamong kolaboratif (Collaborative governance). 

 
Tabel 5 Nilai keterandalan komposit  

Peubah Composite Reliability 

X1 0,837 
X2 0,877 
X3  0,925 
X4 0,837 
X5   0,892 
Y 0,922 

Keterangan: X1 = Dialog tatap muka (Face to face dialog); X2 = Membangun kepercayaan (Trust building); X3 = Komitmen 

pada proses (Commitment to process); X4 = Pemahaman bersama (Share understanding); X5 = Hasil antara 

(Intermediete outcome); dan Y = Tata pamong kolaboratif (Collaborative governance). 
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digambarkan dengan warna hitam. Variabel yang 
memiliki nilai baik ialah komitmen pada proses (4, 346) 
dan dialog tapa muka (4,519). 
 
Hasil Skema Model Dalam 
Koefisien Lintasan (Path Coefficients) 

Nilai koefisien lintasan tertinggi terdapat pada 
variabel komitmen pada proses, dengan nilai pengaruh 
3,728 pada variabel tata pamong kolaboratif (Gambar 
2). Pengaruh terbesar kedua adalah pengaruh antara 
variabel dialog tatap muka dan variabel tata pamong 
kolaboratif, sebesar 2,428. Pengaruh terbesar 
berikutnya ialah pengaruh variabel membangun 
kepercayaan pada variabel tata pamong kolaboratif, 
yakni 2,266. 

Nilai variabel hasil antara berpengaruh 2,099 pada 
variabel tata pamong kolaboratif, sedangkan pengaruh 
terkecil adalah pada variabel pemahaman bersama 
(1,478). Dengan demikian, semua variabel dalam 

model ini memiliki nilai koefisien lintasan positif. 
Semakin besar nilai koefsien lintasan suatu variabel 
eksogen terhadap variabel endogen, semakin kuat 
pula pengaruh antarvariabelnya. 

 
Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

Tabel 7 menunjukkan nilai R-kuadrat 0,894, yang 
bermakna bahwa pengaruh variabel eksogen pada 
variabel endogen sebesar 0,894 atau 89,4%. Menurut  
Hair et al. (2011),  nilai R-kuadrat 0,25, 0,50, dan 0,75 
masing-masing mewakili level lemah, sedang, dan 
substansial. Pada beberapa disiplin ilmu, nilai R-
kuadrat 0,2 sudah dianggap relatif tinggi (Avkiran & 
Ringle 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
nilai Q-kuadrat 0,487, yang menggambarkan bahwa 
tingkat keberagaman model yang ditunjukkan oleh 
variabel eksogen sebesar 0,487 (48%). 

Berdasarkan hasil model fit (Tabel 8), nilai NFI 
(normed fit index) 0,488 atau 48%, yakni model yang 

Tabel 6 Nilai kolinearitas statistik  

Variabel Y  Collaborative governance 

X1  4,519 
X2  1,813 
X3  4,346 
X4  1,353 
X5   1,139 
Y   

Keterangan: X1 = Dialog tatap muka (Face to face dialog); X2 = Membangun kepercayaan (Trust building); X3 = Komitmen 

pada proses (Commitment to process); X4 = Pemahaman bersama (Share understanding); X5 = Hasil antara 

(Intermediete outcome); dan Y = Tata pamong kolaboratif (Collaborative governance). 

 

 

Gambar 2 Hasil skema hubungan struktural antar variabel laten. 
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belum dianggap fit karena kurang dari 50%. Nilai NFI 
berkisar dari nol sampai satu; semakin mendekati 
angka 1, model dikatakan semakin fit (Ghozali 2014). 
Nilai standardized root mean residual (SRM) 0,119 
dikategorikan medium fit. Hasil tersebut merujuk dari 
teori Ghozali (2012), yakni bahwa model persamaan 
struktural dapat dikatakan fit jika nilai SRMR< 0,10 dan 
model dinyatakan tidak layak jika nilai SRMR> 0,15. 
Oleh karena itu, model fit dievaluasi menggunakan dua 
cara, yakni SRMR dan nilai NFI (Bentler & Huang 
2014). 

 
Pengaruh Dialog Tatap Muka pada Tata Pamong 
Kolaboratif  

Dialog tatap muka dapat diukur dari dua aspek, 
yaitu pihak yang terlibat dalam dialog dan intensitas 
dialog antaraktor yang berkolaborasi. Berdasarkan 
hasil analisis Smart PLS (Tabel 9), nilai T-statistik 
adalah 2,428 dan lebih besar dari nilai T-tabel (2,016). 
Ini berarti ada pengaruh nyata antara variabel dialog 
tatap muka dan variabel tata pamong kolaboratif. Tabel 
juga  menunjukkan nilai pengaruh dialog tatap muka 
pada tata pamong kolaboratif sebesar 0,303 dan 
memiliki arah positif, sehingga semakin tinggi nilai 
dialog, semakin tinggi juga nilai tata pamong 
kolaboratif.  

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Piani 
(2020), bahwa dialog tatap muka merupakan hal 
terpenting dari suatu proses kolaborasi untuk 
mengatasi masalah atau kendala yang sedang terjadi. 
Dialog dalam konteks penelitian ini terimplementasi 
dalam intensitas tatap muka antaraktor kolaborasi, 
misalnya pertemuan mingguan setiap Kamis, 
pertemuan pekan pertama setiap bulan, dan 
pertemuan insidental yang dianggap perlu untuk rapat 
dalam menyikapi persoalan yang mendesak. Selain 
pertemuan rutin yang bersifat formal, juga dilakukan 
pertemuan informal seperti makan siang bersama 
pengurus, anjang sana, bahkan setiap tahun sekali 
mengadakan bazar atau festival. Intensitas dialog 
antarpemangku kepentingan  yang bersifat kondisional 
ialah dengan melihat kebutuhan yang ada di luar 
jadwal rutin terkait pengembangan agrowisata kebun 
desa. Dialog bukan sekadar media negosiasi dalam 

berorganisasi, lebih dari itu, dialog tatap muka 
merupakan kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup 
hanya untuk proses kolaborasi secara keseluruhan 
(Ansell & Gash 2007). 

Proses kolaborasi pengembangan agrowisata 
kebun desa di Desa Tulungrejo diwujudkan berupa 
rapat formal yang diinisiasi oleh pemerintah dengan 
menggandeng masyarakat dan pemangku 
kepentingan terkait. Dialog tatap muka masih 
berdasarkan kebutuhan yang terdapat di lapangan. 
Beberapa aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi 
ini terdiri atas wakil pemerintah desa, masyarakat yang 
diwakili oleh kelompok-kelompok yang sudah 
bergabung pada pengelolaan agrowisata kebun desa 
seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, dan PKK 
Desa Tulungrejo, serta dari Kecamatan Bumiaji, Dinas 
Pertanian Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu, 
Dinas Kesehatan Kota Batu, dan Dinas 
Bappelitbangda Kota Batu. Plotnikof (2015) 
melaporkan bahwa negosiasi dengan cara 
berkomunikasi yang baik dapat mengurangi 
ketegangan antara para pihak yang berkolaborasi, dan 
pada tahap ini juga proses negosiasi yang 
berkelanjutan itu akan memudahkan pengorganisasian 
dalam menjalankan program melalui tata kelola 
kolaborasi. Namun, dalam praktiknya untuk 
membangun upaya ini digunakan metode diskusi rutin 
secara daring atau luring dengan melibatkan wakil 
otoritas kedinasan dalam setiap agenda rapat, 
sehingga lebih efektif daripada melalui cara maupun 
prosedur resmi, surat-menyurat, dokumen dan lainnya 
(formal). 

Diharapkan dari para aktor yang telah berkolaborasi 
mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan 
tata kelola dalam pengembangan agrowisata kebun 
desa di Desa Tulungrejo. Menurut  Callahan (2007), 
fokus dari mekanisme akuntabilitas bukan lagi secara 
administratif atau birokratis, melainkan berfokus pada 
pemangku kepentingan dan norma profesionalitas. 
Dengan multipemangku kepentingan, implementasi 
membutuhkan jejaring yang kuat antara pemerintah, 
masyarakat, dan pihak ketiga, atau kerap diistilahkan 
sebagai jejaring administratif. Jejaring tersebut dapat 
menjadi kuat apabila arus informasi, keterbukaan, dan 

Tabel 7 Hasil nilai R-Square 

 R Kuadrat R Kuadrat Suaian 

Y 0,894 0,880 

Keterangan: Y = Tata pamong kolaboratif. 
 

Tabel 8 Tabel model fit 

 Model jenuh Model estimasi  
SRMR 0,119 0,119 
d_ULS 3,569 3,569 
d_G 3,434 3,434 
Chi-Square 567,106 567,106 
NFI 0,488 0,488 

Keterangan: SRMR = Standardized Root Mean Residual; d_ULS = Jarak euclidean kuadrat; d_G= Jarak geodesik; NFI = 
Normed Fit Index 
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kesepahaman mampu diraih oleh setiap aktor, tanpa 
kecuali. Ditambahkan oleh Cline (2000), komunikasi 
merupakan subsistem dari implementasi kebijakan. 
Dalam kolaborasi dibutuhkan komunikasi multiarah. 

 
Pengaruh Membangun Kepercayaan pada Tata 
Pamong Kolaboratif  

Dari hasil analisis Smart PLS, nilai T-statistik adalah 
2,266 dan lebih besar dari T-tabel (2,016) (Tabel 9). Ini 
menunjukkan pengaruh nyata antara membangun 
kepercayaan dan tata pamong kolaboratif. Variabel 
membangun kepercayaan berpengaruh 0,156 dan 
memiliki arah positif, sehingga semakin tinggi nilai 
membangun kepercayaan, semakin tinggi juga nilai 
tata pamong kolaboratif. Hal tersebut diperkuat oleh 
Nuari (2016) dan Harmawan et al. (2017) bahwa 
membangun kepercayaan menjadi satu fase untuk 
membentuk proses saling memahami antaraktor 
kolaborasi, bukan hanya berkutat pada fase negosisasi 
melainkan berlanjut pada fase membangun 
kepercayaan satu sama lain.  

Membangun kepercayaan pada pengembangan 
agrowisata kebun desa di Desa Tulungrejo dapat 
diukur dari upaya dalam membangun kepercayaan dan 
sikap pemangku kepentingan terkait pengembangan 
agrowisata kebun desa yang terdiri atas rasa empati, 
kredibilitas antaraktor kolaborasi, dan kedekatan sosial 
yang terjalin. Berdasarkan fakta di lapangan, proses 
membangun kepercayaan yang dilakukan oleh pihak 
pengelola dan pemerintah desa berbuah positif, karena 
banyak pemangku kepentingan yang bergabung dalam 
pengembangan agrowisata kebun desa. Namun, 
masih diperlukan evaluasi kinerja yang baik dan 
sistematis, yang berdampak pada meningkatnya nilai 
kepercayaan aktor kolaborasi. 

Masyhuri (2020) menyatakan bahwa untuk 
membangun sebuah kepercayaan antarpemangku 
kepentingan yang terlibat adalah dengan mempererat 
hubungan, yakni melalui komunikasi secara rutin, 
meyakinkan semua pemangku kepentingan baik 
pemerintah, masyarakat, maupun swasta tentang 
manfaat yang akan didapatkan dalam berkolaborasi 
dan memberikan sosialisasi atau terjun ke lapangan 
secara bersama-sama untuk mengetahui kondisi 

secara langsung. Proses membangun sebuah 
kepercayaan dalam pengembangan agrowisata kebun 
desa tidak terlepas dari proses dialog tatap muka yang 
baik. Upaya demi upaya dilakukan oleh pengelola 
agrowisata kebun desa kepada semua aktor yang 
terlibat kolaborasi. Hal ini juga diperkuat oleh Lahjeni 
(2012), bahwasanya suatu organisasi memerlukan 
koordinasi yang baik supaya setiap bagian dari 
organisasi tersebut bekerja menurut semestinya tanpa 
menganggu bagian lainnya. Tanpa koordinasi, 
organisasi tersebut akan sulit berfungsi dengan baik. 

Disadari bahwa di antara pemangku kepentingan 
hampir dapat dipastikan ada kepentingan. Konse-
kuensi dalam kolaborasi menata kelola agrowisata 
ialah pada segi kontribusi; disadari bahwa tidak mudah 
terlaksana ketika satu sama lain saling curiga dan 
berpraduga negatif. Potensi curiga bisa terjadi kepada 
siapapun baik pihak masyarakat yang mungkin merasa 
“dieksploitasi”, atau pihak swasta/pengelola wisata 
yang harus berbagi profit sebagai salah satu bentuk 
kontribusi, dan bahkan pemerintah sebagai inisiator 
yang hanya akan menjadi legitimasi formal bagi 
pariwisata desa tanpa peran kendali. Rosyida (2017) 
memaparkan bahwa prinsip kepercayaan sudah 
dijelaskan dengan baik, yakni setiap pemangku 
kepentingan saling menghargai dan mempercayai, 
disertai dengan mengedepankan nilai-nilai trans-
paransi bahwa tujuan bersama akan tercapai dengan 
baik. Menurut Gitsham & Page (2014), hal yang perlu 
dalam membangun kepercayaan adalah dengan 
menciptakan waktu dan kesempatan untuk mem-
bangun hubungan (relasi) yang baik antarpemangku 
kepentingan dengan cara pencapaian secara 
bersama-sama tujuan jangka pendek. Sebagai bagian 
dari proses kolaborasi, perlu dibangun hubungan yang 
kuat dan saling percaya di antara para aktor. 
 
Pengaruh Komitmen pada Proses pada Tata 
Pamong Kolaboratif 

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai T-statistik 
adalah 3,728, lebih besar daripadaT-tabel (2,016) 
(Tabel 9). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pada 
proses berpengaruh nyata pada tata pamong 
kolaboratif. Komitmen pada proses berpengaruh 

Tabel 9 Hasil pengujian koefisien lintasan 

Koefisien lintasan Hipotesis Arah 
Besar 

pengaruh 
T Statistik T-Tabel Keterangan 

X1 -> Y  H1 + 0,303 2,428 2,016 Positif 
Nyata 

X2  -> Y   H2 + 0,156 2,266 2,016 Positif 
Nyata 

X3  -> Y   H3 + 0,468 3,728 2,016 Positif 
Nyata 

X4 -> Y   H4 + 0,101 1,478 2,016 Positif 
Tidak nyata 

X5  -> Y   H5 + 0,124 2,099 2,016 Positif 
Nyata 

Keterangan: X1 Face to face dialog -> Y Collaborative governance; X2  Trust building -> Y Collaborative governance; X3  

Commitment to process -> Y Collaborative governance; X4 Share understanding -> Y Collaborative governance; 

dan X5  Intermediete outcome -> Y  Collaborative governance. 
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terbesar daripada variabel lain dengan nilai 0,468 dan 
memiliki arah positif, artinya, semakin tinggi nilai 
komitmen pada proses, semakin tinggi nilai tata 
pamong kolaboratif.  

Komitmen pada proses dapat diukur dari keter-
bukaan antarpihak pemangku kepentingan dan sifat 
ketergantungan antarpihak pemangku kepentingan. 
Dari beberapa referensi, komitmen pada proses 
antarpemangku kepentingan adalah faktor yang 
menentukan berhasil atau gagalnya tata pamong 
kolaboratif (Faidati & Muthmainah 2019). Proses 
komitmen dalam berkolaborasi ditunjukkan dengan 
pengakuan saling kebergantungan antaraktor kola-
borasi, rasa kepemilikan atas proses kolaborasi, 
transparansi keuntungan yang didapatkan oleh para 
pemangku kepentingan, serta monitoring atas proses 
kolaborasi. Variabel komitmen pada proses 
menghasilkan nilai tertinggi karena keseriusan dan 
komitmen yang kuat antaraktor kolaborasi, baik 
pemerintah desa, masyarakat, maupun pemangku 
kepentingan. 

Komitmen antarpemangku kepentingan merupakan 
aspek terpenting yang dapat memengaruhi keber-
hasilan maupun kegagalan dalam sebuah proses tata 
pamong kolaboratif. Komitmen pada proses 
merupakan kemampuan dan kemauan pemangku 
kepentingan dalam menyatukan perilaku pribadi 
dengan memprioritaskan kebutuhan untuk mencapai 
tujuan organisasi. Komitmen dalam sebuah organisasi 
dapat diciptakan dengan rasa kepemilikan terhadap 
organisasi; rasa kepemilikan tersebut dapat men-
ciptakan kebergantungan antarpemangku kepen-
tingan. Menurut Matthoriq et al. (2021), kompleksitas 
tata pamong kolaboratif memerlukan penyepakatan 
bersama bahwa kolaborasi multiaktor memiliki proses 
yang panjang dari sisi waktu. Keinginan para pihak 
untuk tetap bersama-sama dalam suatu bingkai 
jejaring perlu terus diperkuat dan “dipupuk” sehingga 
tidak ada pihak yang dirugikan dan dilemahkan. 

Sejalan dengan pendapat dari Ansell & Gash 
(2007), tingkat komitmen di antara pemangku 
kepentingan pada kolaborasi merupakan variabel kritis 
dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam 
tata kelola kolaboratif. Dari komitmen ini dapat dinilai 
motivasi sebenarnya untuk berpartisipasi. Menurut 
Harmawan (2017), rasa kepemilikan terhadap proses 
kolaborasi berimplikasi pada munculnya rasa 
bertanggungjawab antaraktor terhadap proses. Tinggi 
rendahnya sifat kebergantungan antaraktor akan 
menentukan kesuksesan proses kolaborasi. Hal ini 
juga diperkuat oleh Pradana (2020), bahwa 
membangun komitmen adalah melalui rasa saling 
memiliki dan saling bergantung di antara aktor 
organisasi. Tujuan awal dibentuknya komitmen ialah 
agar tujuan awal kolaborasi dapat tercapai sesuai 
dengan target yang disepakati bersama sehingga akan 
memengaruhi keaktifan antaraktor dalam 
berpartisipasi. 
 

Pengaruh Pemahaman Bersama pada Tata 
Pamong Kolaboratif 

Dari perhitungan statistik nilai T-statistik adalah 
1,478, lebih kecil daripada T-tabel (2,016) (Tabel 9). 
Jadi, pemahaman bersama tidak berpengaruh nyata 
pada tata pamong kolaboratif. Namun, pengaruhnya 
0,101 dan memiliki arah positif, artinya semakin tinggi 
nilai pemahaman bersama,  semakin tinggi juga nilai 
tata pamong kolaboratif.  

Pemahaman bersama dapat ditunjukkan dengan 
pemahaman masalah yang melatarbelakangi pengem-
bangan agrowisata Kebun Desa. Utami et al. (2020) 
berpendapat bahwa pemahaman yang kurang dalam 
visi, misi, dan tujuan berkolaborasi mengakibatkan 
masalah di kemudian hari, selain bahwa cara untuk 
mencapai tujuan bersama menjadi berbeda. Penyebab 
utama terjadinya pemahaman bersama tidak 
berpengaruh nyata adalah kurangnya sosialisasi dari 
pihak pemerintah desa kepada masyarakat, proses 
penyebaran informasi terkait pengembangan agro-
wisata kepada masyarakat kurang efektif, yang 
menyebabkan anggota masyarakat yang bergabung 
masih minim.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan teori Ansell & 
Gash (2007) yang menyatakan bahwa aktor-aktor yang 
terlibat dalam proses membentuk kesepamahaman 
bersama harus memiliki kesamaan visi, niat, dan 
tujuan. Menurut Matthoriq et al. (2021), penentuan 
pemahaman bersama dalam tata pamong kolaboratif 
tidak hanya berupa simbolisasi secara fisik, keinginan, 
dan motif dari para aktor pemangku kepentingan perlu 
diakomodasi dan diputuskan secara proporsional. 
Kesepahaman yang telah dibangun hendaknya terus 
diperkuat dan diperluas ke pihak yang terlibat dalam 
tata kelola agrowisata kebun desa. Tercapainya tujuan 
dari penyelesaian konflik ini ialah ketika kepentingan-
kepentingan tersebut diatur dalam kesepakatan 
bersama dan diimplementasikan dengan baik oleh 
setiap pemangku kepentingan. Sebagaimana 
ditegaskan oleh Whitman & Wolff (2010), kelengkapan 
perjanjian memengaruhi hasil (outcome) dalam 
penyelesaian konflik, kesepakatan yang dicapai 
diharapkan dapat mengakomodasi dan menyelesaikan 
setiap butir permasalahan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Irawan 
2017), sikap saling memahami merupakan dasar 
kolaborasi yang bertujuan untuk kepentingan publik 
melalui penegakan tujuan dan kesadaran guna 
mengoptimumkan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan. Hal ini berbeda dengan fakta di 
lapangan, bahwa penyebaran informasi kepada 
masyarakat berjalan tidak efektif dan cenderung 
terpusat pada beberapa golongan masyarakat, serta 
kurangnya proses penyuluhan atau sosialisasi. Sikap 
saling memahami diwujudkan dengan kesamaan 
pemahaman mengenai pendefinisian suatu masalah 
yang melatarbelakangi pengembangan agrowisata 
kebun desa. pemahaman bersama juga ditunjukkan 
dengan setiap pemangku kepentingan yang terkait 
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belum sepenuhnya dapat menghilangkan kepentingan 
sektoral saja. 
 
Pengaruh Hasil Antara pada Tata Pamong 
Kolaboratif 

Tabel 9 memperlihatkan nilai T-statistik 2,099, lebih 
besar daripada T-tabel (2,016) (Tabel 9), yang 
dimaknai bahwa hasil antara berpengaruh nyata pada 
tata pamong kolaboratif. Nilai pengaruhnya 0,124 dan 
memiliki arah positif; artinya semakin tinggi nilai hasil 
antara, semakin tinggi juga nilai tata pamong 
kolaboratif yang didapatkan.  

Hasil antara dalam pengembangan agrowisata 
kebun desa di Desa Tulungrejo diukur dari rencana 
yang dihasilkan dalam proses tata pamong kolaboratif. 
Yansyah & Muhammad (2021) menyatakan bahwa 
hasil antara merupakan hasil lanjutan dari sebuah 
proses kolaborasi yang berbentuk nyata. Hal ini 
merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam 
mengembangkan sebuah momentum keberhasilan. 

Hasil (outcome) jangka menengah adalah hasil 
kritis atau hasil yang harus terjadi untuk mencapai 
tingkat yang lebih tinggi atau tujuan akhir. Hasil jangka 
menengah merupakan proses kritis yang penting untuk 
membangun momentum yang dapat menyebabkan 
kesuksesan kolaborasi. Hasil jangka menengah dapat 
memberi makna pada proses kolaboratif, mendorong 
siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan 
komitmen (Rogers et al. 1993). Pada pengembangan 
agrowisata kebun desa, hasil antara ditunjukkan 
dengan kajian di lapangan. Dketahui bahwa hasil 
sementara yang didapatkan oleh para aktor kolaborasi 
adalah berupa pembagian lahan; deskripsi kerja setiap 
pemangku kepentingan diatur secara jelas. Misalnya, 
pengembangan agrowisata kebun desa berjalan pada 
jalurnya berdasarkan perencanaan awal. Semua 
kesepakatan tersebut didasarkan atas kebersamaan 
yang dibangun dari para pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam pengembangan agrowisata kebun desa. 
Sejalan dengan hasil kajian Faidati & Muthmainah 
(2019), hasil antara merupakan hasil dari proses yang 
penting dalam proses kolaborasi. Adanya nilai hasil 
antara yang bagus mengindikasikan keberhasilan dari 
kolaborasi dan memberikan balikan (feedback) positif, 
yang akhirnya dapat mendorong siklus yang baik 
dalam membangun kepercayaan dan komitmen. 

Ansell & Gash (2007) menerangkan bahwa hasil 
antara dapat memberi makna pada proses kolaboratif, 
mendorong sikap positif dalam membangun 
kepercayaan, dan hasil antara dalam proses 
kolaboratif dapat dilihat dari capaian yang dihasilkan 
dari program pengembangan agrowisata kebun desa. 
Selain itu, Ibrahim (2009) menjelaskan hasil antara 
atas proses yang sedang berlangsung yang 
bermanfaat dan bernilai strategis. Hasil antara adalah 
hasil yang mulai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Hasil antara tersebut bermanfaat secara sosial budaya 
dan juga bermanfaat secara ekonomi kepada 
masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, hasil antara 

ini adalah sebagai sesuatu yang langsung dirasakan 
oleh semua aktor kolaborasi. 

 
 

KESIMPULAN 

 
Analisis SEM dengan Smart PLS menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam model 
tata pamong kolaboratif, yakni komitmen pada proses, 
dengan nilai T-statistik > dari T-tabel, yaitu 3,728 > 
2,016. Berikutnya ialah dialog tapa muka dengan nilai 
T-statistik > T-tabel, yaitu 2,428 > 2,016. Dilanjutkan 
membangun kepercayaan dengan nilai T-statistik > T-
tabel, yaitu 2,266 > 2,016. Berikutnya adalah hasil 
antara memiliki nilai T-statistik > T-tabel, yaitu 2,099 > 
2,016. Berdasarkan hasil kajian, kelayakan model tata 
pamong kolaboratif memiliki model yang belum “fit” 
sebab nilai NFI baru mencapai 48%, kurang dari 50%. 
Hasil analisis nilai SRMR (standardized root mean 
residual) adalah 0,119, yang berarti model tersebut 
dikategorikan medium fit. Disimpulkan bahwa model 
dianggap belum fit karena beberapa faktor, yaitu 
kondisi agrowisata kebun desa di Desa Tulungrejo 
masih dalam tahap pembangunan dan tata kelola perlu 
ditingkatkan lagi. 
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